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BUPATI SEKADAU 

PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI SEKADAU 
NOMOR 2 TAHUN 2019 

SALINAN 

TENTANG 

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA 
KABUPATEN SEKADAU TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATISEKADAU 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana 
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa 
untuk setiap Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan 
Bupati Sekadau tentang Tata Cara Pembagian dan 
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten 
Sekadau Tahun Anggaran 2019; 

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten 
Seadau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 149 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4344); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 



Menetapkan 
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dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 225); 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07 /2018 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341); 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 /PMK.07/2017 
tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 
2018 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 5); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor ... Tahun 
tentang Pedoman Pembentukan Perundang- 

undangan di Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten/Kota ... Tahun ... Nomor ...); 

11. Peraturan Daerah Ka bu paten Sekadau Nomor 10 Tahun 
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tahun 2018 Nomor 10); 

12. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 59 Tahun 2018 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah 
Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 59); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG TATA CARA 
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 
SETIAP DESA DI KABUPATEN SEKADAU TAHUN 
ANGGARAN 2019 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati Sekadau ini yang dimaksud 
dengan: 
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 

dengan nama Iain, selanjutnya disebut Desa, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan 
bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan 
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa; 

4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh 
Menteri Dalam Negeri. 

5. Anggaran Pendapatan 
selanjutnya disingkat 
keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

BAB II 
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 

Pasal 2 
Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sekadau 
Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan 
berkeadilan berdasarkan: 
a. Alokasi Dasar; 
b. Alokasi Afirmasi; dan 
c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan 

jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan 
indeks kesulitan geografis setiap desa. 

Pasal 3 

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per 
kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah 
ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 159 
Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. 

dan Belanja Desa, yang 
APBDesa, adalah rencana 
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Pasal 4 

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal 
dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah 
penduduk miskin tinggi. 

(2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan 
dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara 
Pengalokasian Dana Desa. 

Pasal 5 

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf 
c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka 
kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis 
yang bersumber dari kementerian yang berwenang 
dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang statistik. 

Pasal 6 
Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan 
formula sebagai berikut: 
AF Desa = {(0,10 Z1) + (0,50 Z2) + (0,15 Z3) + (0,25 Z4)} AF 

Kab/Kota 

Keterangan: 
AF Desa 
Zl 

Z2 

= Alokasi Formula setiap Desa 
= rasio jumlah penduduk setiap Desa 

terhadap total penduduk Desa kabupaten 
Sekadau; 

= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa 
terhadap total penduduk miskin Desa 
kabupaten Sekadau; 

Z3 = rasio luas wilayah 
total luas 

setiap Desa terhadap 
wilayah Desa 

kabupatenSekadau; 
= rasio IKG setiap Desa terhadap !KG Desa 

kabupaten Sekadau; 
AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Sekadau. 

Pasal 7 
Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati 
berdasarkan data dari kementerian yang berwenang 
dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan 
pemerintah di bidang statistik. 

Z4 
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Pasal 8 

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di 
Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2019 sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Sekadau ini. 

BAB III 
PENY ALURAN DANA DESA 

Pasal 9 

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui 
pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah 
ke Rekening Kas Umum Desa. 

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke 
Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 
(tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di 
Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan 
penyaluran telah dipenuhi. 

(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat 

minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh 
persen); 

b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat 
minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat 
puluh persen): dan 

c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat 
puluh persen). 

(4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I 
dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Desa 
mengenai APBDes dari Kepala Desa. 

(5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II 
dilaksanakan setelah bupati/walikota menerima laporan 
realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 
tahun anggara sebelumnya dari Kepala Desa. 

(6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap Ill 
dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi 
penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai 
dengan tahap II dari Kepala Desa. 

(7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 
Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi 
penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh 
lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan 
paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen). 

(8) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase 
capaian output dari seluruh kegiatan. 

(9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian 
output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) 
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dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, 
kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, 
cara pengadaan, dan capaian output. 

(10) Dalam ha! tabel referensi data sebagaimana dimaksud 
pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan input data, 
kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data 
dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh 
kementerian/lembaga terkait. 

BAB IV 
PENGGUNAAN DANA DESA 

Pasal 10 
(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan 
kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I 
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini; 

(2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 
yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 
mendapat persetujuan Bupati. 

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa 
mengenai APBDesa. 

Pasal 11 
(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa 

berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh 
Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa. 

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa 
diutamakan dilakukan secara swakelola dengan 
menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan 
diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja 
dari masyarakat Desa setempat. 

Pasal 12 
(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana 

Desa. 
(2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas 

penggunaan Dana Desa. 
(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 
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BAB V 
PELAPORAN DANA DESA 

Pasal 13 
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi 

penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap 
penyaluran kepada Bupati. 

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa 

dari Kepala Desa; 
b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan 

capaian output Dana Desa tahun anggaran 
sebelumnya dari Kepala Desa; dan 

c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan 
capaian output Dana Desa sampai dengan tahap 11. 

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 
Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling 
lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan. 

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 
Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 
7 tahun anggaran berjalan. 

(5) Dalam ha! terdapat pemutakhiran capaian output setelah 
batas waktu penyampaian laporan sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat 
menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada 
Bupati. 

BAB VI 
SANKS! 

Pasal 14 
(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam ha!: 

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5); 

b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 
sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); 
dan/atau 

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional 
daerah. 

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap 
penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan 
sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 
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belumnya. 

(3) Dalam ha! Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 
sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang 
akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa 
tahap II tidak dilakukan. 

(4) Dalam ha! sampai dengan minggu pertama bulan Juni 
tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun 
anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga 
puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat 
disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD. 

(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada 
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan 
Dana Desa. 

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali 
pada tahun anggaran berikutnya. 

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di 
daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi 
penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana 
Desa. 

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada 
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan 
Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. 

Pasal 15 
(l)Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda 

dalam hal: 

a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah 

diterima; 

b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya 

kurang dari atau sama dengan 30%; dan 

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional 

daerah. 

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a 

dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya 

tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi 

ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD. 
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(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala 

KPPN selaku KPA Penyaluran OAK Fisik dan Dana Desa. 

(4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang 

bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda 

penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

paling lambat akhir bulan November tahun anggaran 

berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan 

APBDesa tahun anggaran berikutnya. 

(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan 

APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran 

sebelum rninggu pertama bulan Juni tahun anggaran 

berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran 

sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari 

RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA 

Penyaluran OAK Fisik dan Dana Desa paling lambat 

rninggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan. 

Pasal 16 

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa 

dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan 

penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa 

di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen). 

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran 

Dana Desa tahun anggaran berikutnya. 

(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala 

KPPN selaku KPA Penyaluran OAK Fisik dan Dana Desa. 
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BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17 

Pada saat Peraturan Bupati Sekadau ini mulai berlaku 
maka Peraturan Bupati Sekadau Nomor 3 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana 
Desa Setiap Desa di Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 
2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 18 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau. 

Ditetapkan di Sekadau 
pada tanggal 2 Januari 2019 

BUPATI SEKADAU, 

TTD 

RUPINUS 

Diundangkan di Sekadau 
Pada tanggal Januari 2019 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU 

TTD 

ZAKARJA 

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2019 NOMOR 2 

1 Sesual dengan asiinya 
ALA BAGIN HUKU 



bersama-sama; 
Meningkatkan nilai 
tam bah komiditas 
ekonomi lokal. 

B. Pemberdayaan Masyarakat Desa 
1. Dukungan kegiatan a. Pengembangan usaha 

ekonomi baik yang perdagangan yang dikelola 
dikembangkan olch oleh BUMDesa/BUMDesa 
BUMDesa/ BUMDesa bersama. 
bersama 

- meningkatkan 
pasar petani 
dikclola 

akses 
yang 

secara 

penyertaan 
di 

b. Meningkatkan 
modal 
BUMDesa/BUMDesa 
bersama. 

c. Pelatihan manajemen - 
perencanaan bisnis dalam 
pengelolaan 
BUMDesa/BUMDesa 
Bersama. 

- Memperkuat 
permodalan BUMDesa 
yang dimiliki Desa; 
Meningkatkan 
kcuntungan BUMDcsa 
untuk penambahan 
Pendapatan Asli Desa. 
Meningkatkan 
kapasitas pengelola 
BUMDesa/ BUMDesa 
Bersama. 

Desa 

wilayah 
dan 

daya 

- Meningkatkan 
sumber-sumber 
penerimaan 
dengan 
mengembangkan 
kerjasama antar 
BUMDesa; 
Memperluas 
pasar 
meningkatkan 
tawar BUMDesa. 

d. Pengembangangan 
kerjasama perdagangan 
antar BUMDesa. 

2. Peningkatan investasi a. Pelatihan pengolahan bahan - Meningkatkan 
ekonomi Desa melalui pangan. keterampilan 
pengadaan, pengembangan penduduk di 
atau bantuan alat-alat pengolahan hasil 
produksi, permodalan, pertanian pangan; 
pemasaran dan -Meningkatkan nilai 
peningkatan kapasitas tam bah komiditas 
melalui pelatihan danckonomilokal. l 
pemagangan. b. Pembentukan pos - Meningkatkan 

pelayanan teknologi kuantitas dan kualitas 
perDesaan untuk penerapan pengolahan hasil 
teknologi tepat guna pertanian; 
pengolahan hasil pertanian - Meningkatkan niJai 
tanaman pangan. tambah komiditas 

ekonomi lokal. 
c. Pengadaan induk sapi dan 

inseminasi buatan yang 
dikelola oleh gabungan 
kelompok tani. 

- Meningkatkan 
kemandirian petani 
dalam menyediakan 
pupuk kandang; 

- Menciptakan 
pendapatan tambahan 
bagi petani. 

d. Pameran hasil 
pengelolaan 
pangan. 

produksi 
tanaman 

- Mengenalkan produk 
kerajianan dan 
industri rumah tangga 
kepada pasar. 

e. Pelatihan e-marketing dan 
pembuatan website untuk 
pemasaran hasil produksi 
pertanian. 

- Memperkuat kapasitas 
strategi pemasran 
produk lokal Desa. 



3. Pengadaan, a. Pembangunan - Penyediaan pelayanan 
pembangunan, posyandu/poskesdes/ polindes. kesehatan 
pengembangan dan masyarakat. 
pemeliharaan sarana 
prasarana kesehatan 
masvarakat 

b. Pengadaan alat-alat kesehatan - Pemenuhan peralatan 
untuk poskesdes/polindes. kesehatan 

masyarakat Desa. 

C. Pengadaan kebutuhan medis - Pemenuhan 
(obat-obatan, vitamin, kebutuhan medis 
makanan tambahan, dan Jain- dalam mendukung 
Jain ) dalam mendukung kesehatan 
kesehatan masvarakat Desa. masvarakat Desa. 

4. Pembangunan, a. Pembangunan dan - Pemenuhan 
pengembangan dan pengembangan PAUD. kebutuhan 
pemeliharaan sarana pendidikan dasar 
prasarana pendidikan, untuk anak 
sosial dan kebudavaan. balita/ usia dini. 

b. Pembangunan dan - Penyedia informasi 
pengembangan perpustakaan dalam meningkatkan 
desa. pengetahuan 

masyarakat Desa. 

C. Pembangunan dan - Menggerakkan 
pengem bangan taman kembali seni tradisis 
seni/museum desa. rakyat desa; 

- Memfasilitasi 
pelestarian seni 
tradisi rakyat dan 
peninggalan benda- 
benda purbakala dan 
bersejarah. 

d. Memperbaiki bangunan cagar - Melestarikan situs- 
budaya ( misalnya punden, situs budaya. 
candi, sarkofagus, dan lain- 
lain). 

5. Pembangunan dan a. Membangun rintisan listrik - Memaksimalkan 
pengembangan sarana- tenaga mikrohidro, tenaga kemanfaatan sumber 
prasarana energi baru surya, dan biogas. daya alam untuk 
terbarukan serta penerangan di desa. 
kegiatan pelestarian 
lingkungan hidup 

b. Membangun sumur resapan. c. Menjaga keberlanjutan 
air permukaan; 

d. Mencegah banjir dan 
menjaga kualitas air 
tanah. 

6. Program kegiatan lainya 
yang sesuai dengan 
kondisi desa dan telah 
diputuskan dalam 
Musyawarah 
Perencanaan Desa. 



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SEKADAU 

NOMOR 

TENTANG 

: 2 TAHUN 2019 

: TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RJNCIAN DANA 

DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2019 

BIDANG KEGIATAN TU.JUAN 

A. Pelaksanaan Pembangunan Desa 

a. Pembangunan jalan - Meningkatkan kualitas 
1. Pembangunan,pengemb desa; jalan desa; 

angan dan - Memudahkan akses 
pemeliharaan sarana permukiman. 
prasarana lingkungan b. Pengadaan dan - Mendorong masyarakat 
permukiman. pengem bangan bertanggungjawab 

sarana prasarana terhadap pengelolaan 
pembuangan sampah secara mandiri. 
sampah desa/ bank 
sampah desa; 

c. Pengadaan dan - Mendorong kemanfaatan 
pengembangan daur ulang sampah untuk 
sarana prasarana mengurangi pencemaran 
daur ulang sampah. lingkungan. 

2. Pembangunan, a. Pembangunan dan - Menjamin kelancaran 
pengembangan dan pemeliharaan pasokan air ke areal 
pemeliharaan sarana saluran irigasi pertanian; 
dan prasarana tersier. - Menjaga kualitas bangunan 
produksi dan saluran irigasi. 
pemasaran hasil usaha b. Pembangunan dan - Mendorong pengembangan 
pertanian pemeliharaan sarana pusat pembibitan tanaman 

prasarana pangan; 
pembibitan tanaman - Mengurangi 
pangan. ketergantungan petani 

terhadap bibit pabrikan. 
C. Pembangunan dan - Mendorong kesadaran 

pengembangan masyarat petani dalam 
sarana prasarana menggunakan pupuk 
pengolahan pupuk kandang/kompos/bank 
kandang/kompos/b kompos. 
ank kompos. 

d. Pembangunan - Memudahkan akses petani 
sarana dan padi/ jagung pada pusat- 
prasarana pusat penggilingan 
pengolahan hasil padi/ jagung; 
pertanian serta - Mengurangi biaya produksi 
pengadaan mesin tinggi pengolahan hasil 
penggilingan padi pertanian. 
dan mesin 
penepung. 

e. Pembangunan ruang - Menyediakan ruang 
promosi produk promosi hasil produksi 
hasil pertanian. pertanian. 



3. Bantuan peningkatan a. Musyawarah/rembug - Menghidupkan lumbung 
kapasitas untuk warga untuk Desa untuk ketahanan 
program dan kegiatan menfungsikan kembali pangan. 
ketahanan pangan Dcsa tradisi lumbung 

padi/hasil pertanian 
lainnva. 

b. Pelatihan teknologi - Meningkatkan 
tepat guna pengolahan pengetahuan 
dan penyimpanan masyarakat tentang 
bahan pangan hasil teknologi pengolahan 
pertanian. hasil pertanian untuk 

ketahanan pangan. 

4. Pengorganisasian a. Pelatihan paralegal - Meningkatkan 
masyarakat, fasilitasi, desa. kemampuan Desa 
bantuan hukum menyelesaikan sengketa 
masyarakat dan hukum secara mandiri 
pelatihan paralegal di tanpa melalui jalur 
Desa. pengadilan. 

b. Pelatihan penyelesaian - Meningkatkan 
mediasi sengketa penyelesaian sengketa 
hukum berkaitan hukum dalam 
pengelolaan aset Desa penggunaan aset Desa; 
serta penyimpangan - Meningkatkan 
penggunaan keuangan pencegahan dan 
dan aset Desa. penanganan korupsi. 

5. Promosi dan edukasi a. Sosialisasi dampak - Meningkatkan 
kesehatan masyarakat negatif pupuk kimia pencegahan dampak 
serta gerakan hidup terhadap kesehatan negatif pupuk kimia. 
bersih dan sehat. manusia. 

6. Peningkatan kapasitas a. Pelatihan - Pengembangan energy 
kelompok masyarakat pemanfaatan limbah alternative untuk 
untuk energi terbarukan organik rumah tangga pengolahan hasil 
dan pelestarian dan pertanian serta pertanian. 
lingkungan hidup limbah petemakan 

untuk energy biogas. 
b. Percontohan instalasi - Percontohan dan tempat 

dan pusat/ruang belajar serta 
belajar teknologi tepat pengembangan teknologi 
guna. tepat guna. 

7. Program kegiatan lainya 
yang sesuai dengan 
kondisi desa dan telah 
diputuskan dalam 
Musyawarah 
Perencanaan Desa. 
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